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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan tentang peran penyidikmaka dapat 

disimpulkan peran penyidik dalam menangani tindak pidana yang 

dilakukan oleh anakmenurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai mediator dalam 

proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang melibatkan forum 

mediasi penal yaitupenyidik, pembimbing kemasyarakatan, petugas balai 

pemasyarakatan, pelaku / orang tua, korban/orang tua korban, petugas 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial/ tenaga kesejahteraan sosial / 

pendamping anak, perwakilan masyarakat. 

Peran penyidik setelah kesepakatan diversi tercapai adalah 

menyampaikan hasil kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri 

setempat untuk ditetapkan. Selain itu melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan hasil kesepakatan diversi dan mengeluarkan surat penetapan 

penghentian penyidikan (SP3). Di sinilah letak pergeseran peran penyidik 

dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 

Pergeseran tersebut yaitu penyidik menyampaikan hasil kesepakatan 

diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk ditetapkan dan penyidik 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. 
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Peran penyidik setelah kesepakatan diversi tidak tercapai 

adalahmelanjutkan proses tindak pidana yang dilakukan anak ke proses 

peradilan dengan melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke 

penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian di atas maka diharapkan penyidik dalam 

menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan (SP3) dilakukan 

ketika proses pelaksanaan hasil kesepakatan diversi telah selesai 

dilaksanakan, bukan pada saat hasil kesepakatan diversi ditetapkan oleh 

kepala pengadilan negeri. Wujudnya yaitu perubahan pada pasal 12 ayat(5) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
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